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Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga yang berperan penting 
dalam mengawasi tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau 
instansi pemerintahan. Pemeriksaan dalam sidang PTUN menjadi tahapan krusial untuk 
memastikan bahwa kebijakan atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh 
pejabat negara tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tetap 
berlandaskan prinsip keadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu 
jenis penelitian empiris karena meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam 
praktiknya. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data 
Primer didapat dari studi lapangan yang dihimpun oleh peneliti, data sekunder didapat 
dengan melakukan penelitian kepustakaan (library Research) yakni mengadakan 
penelitian terhadap bahan-bahan bacaan untuk mendapat data secara teoritis. Jenis 
pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kasus (case approach), pendekatan 
fakta (fact approach), pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. 
Analisis dilakukan dengan analisis kwalitatif yang disajikan secara deskriptif. 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menyelesaikan 
sengketa antara individu atau badan hukum dan instansi pemerintah terkait keputusan 
administrasi. Keberadaan PTUN menjamin keadilan dengan memberikan hak kepada 
para pihak untuk mengajukan argumen dan bukti secara adil. Proses pengadilan, 
termasuk penetapan pengadilan, berfungsi sebagai perlindungan hukum sementara, 
memastikan bahwa tidak ada kerugian lebih lanjut bagi pihak yang merasa dirugikan. 
Selain itu, ketidakhadiran para pihak dalam persidangan dapat mempengaruhi hasil 
putusan, sehingga penting bagi sistem hukum untuk meningkatkan pemahaman dan 
komunikasi tentang hak dan kewajiban mereka. Tahap pemeriksaan dalam proses 
peradilan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mencapai 
keadilan yang seimbang. 
 

 

I. PENDAHULUAN 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

merupakan lembaga yang berperan penting 
dalam mengawasi tindakan administrasi yang 
dilakukan oleh pejabat publik atau instansi 
pemerintahan. Pemeriksaan dalam sidang PTUN 
menjadi tahapan krusial untuk memastikan 
bahwa kebijakan atau keputusan administratif 
yang dikeluarkan oleh pejabat negara tidak 
melanggar peraturan perundang-undangan dan 
tetap berlandaskan prinsip keadilan. Namun, 
dalam praktiknya, proses pemeriksaan di PTUN 
sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai 
dari kompleksitas kasus hingga keterbatasan 

bukti dan interpretasi hukum. Keputusan 
administrasi yang diadukan seringkali melibatkan 
kepentingan banyak pihak dan memerlukan 
analisis yang mendalam terkait prosedur dan 
substansi kebijakan yang dipersoalkan. Dalam hal 
ini, sidang PTUN menjadi forum penting untuk 
menyeimbangkan kepentingan antara warga 
negara dan pemerintah, memastikan bahwa 
setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh 
pemerintah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku. Proses pemeriksaan yang efektif dan 
transparan di PTUN sangat diperlukan untuk 
menjamin keadilan dan memperkuat supremasi 
hukum dalam tata kelola pemerintahan. 
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II. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan 

ini yaitu jenis penelitian empiris karena meneliti 
bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam 
praktiknya. Sumber data yang digunakan berupa 
data primer dan data sekunder. Data Primer 
didapat dari studi lapangan yang dihimpun oleh 
peneliti, data sekunder didapat dengan 
melakukan penelitian kepustakaan (library 
Research) yakni mengadakan penelitian terhadap 
bahan-bahan bacaan untuk mendapat data secara 
teoritis. Jenis pendekatan yang digunakan berupa 
pendekatan kasus (case approach), pendekatan 
fakta (fact approach), pendekatan konsep dan 
pendekatan perundang-undangan. Analisis 
dilakukan dengan analisis kwalitatif yang 
disajikan secara deskriptif. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengadilan Para Pihak 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

merupakan lembaga peradilan yang berperan 
untuk menyelesaikan sengketa antara pihak 
individu atau badan hukum dengan instansi 
pemerintah. Sengketa tersebut umumnya 
berkaitan dengan keputusan tata usaha negara 
yang dirasa merugikan. Para pihak yang terlibat 
dalam pengadilan ini terdiri dari penggugat, yaitu 
individu atau badan hukum yang merasa 
dirugikan oleh suatu keputusan administrasi, dan 
tergugat, yakni pejabat atau instansi 
pemerintahan yang mengeluarkan keputusan 
tersebut. Keberadaan PTUN memberikan jaminan 
bahwa keputusan administrasi yang dianggap 
tidak adil dapat diperiksa dan diputuskan secara 
independen melalui prosedur hukum. (Harahap 
2018) 

Dalam proses pengadilan, baik penggugat 
maupun tergugat memiliki hak yang sama untuk 
mengajukan argumen, bukti, serta saksi. 
Penggugat biasanya berusaha membuktikan 
bahwa keputusan yang dikeluarkan tergugat tidak 
sah karena melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau prinsip-
prinsip umum pemerintahan yang baik. Di sisi 
lain, tergugat memiliki tugas untuk 
mempertahankan keabsahan keputusan 
administrasi yang dikeluarkannya. Pengadilan ini 
menilai sah atau tidaknya keputusan tergugat 
melalui serangkaian pemeriksaan, baik dari segi 
prosedural maupun substansial, termasuk 

memeriksa fakta hukum dan dokumen 
administratif yang terkait. (Marzuki, 2010) 

Dalam beberapa kasus, PTUN juga dapat 
memerintahkan pelaksanaan keputusan 
administrasi yang tertunda atau 
menginstruksikan agar keputusan tersebut 
dibatalkan. Misalnya, jika keputusan administrasi 
ternyata melanggar hak-hak dasar penggugat atau 
dibuat tanpa melalui prosedur yang benar, PTUN 
dapat mengabulkan gugatan penggugat dan 
meminta tergugat untuk membatalkan keputusan 
tersebut. Selain itu, PTUN juga dapat memberikan 
solusi hukum yang memastikan bahwa tindakan 
administratif yang dilakukan pejabat publik 
sesuai dengan aturan dan tidak merugikan 
masyarakat. (Hakim, 2015) 

Proses pengadilan ini memiliki dampak 
penting dalam menciptakan pemerintahan yang 
lebih transparan dan akuntabel. PTUN tidak 
hanya menjadi arena bagi individu atau badan 
hukum untuk mempertahankan hak-hak mereka, 
tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap 
penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat 
negara. Oleh karena itu, keberadaan PTUN 
merupakan bagian penting dari sistem hukum 
Indonesia yang mendukung keadilan sosial dan 
kepastian hukum dalam hubungan antara 
pemerintah dan warga Negara. (Suryani, 2016) 

Penetapan pengadilan merupakan salah satu 
mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh 
para pihak dalam rangka mendapatkan keadilan 
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
Penetapan ini adalah putusan hakim yang bersifat 
administratif, tanpa melalui pemeriksaan perkara 
secara lengkap, namun memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat. Dalam konteks sengketa tata 
usaha negara, penetapan pengadilan dapat 
diajukan oleh para pihak sebagai bentuk upaya 
preventif atau interim sebelum putusan akhir 
ditetapkan oleh hakim. Contoh penetapan 
pengadilan dalam PTUN meliputi permohonan 
penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha 
negara yang sedang digugat. (Harahap, 2018) 

Para pihak, khususnya penggugat, dapat 
mengajukan permohonan penetapan ini jika 
merasa keputusan administrasi yang diterbitkan 
oleh tergugat akan segera menimbulkan kerugian 
yang tidak dapat diperbaiki. Misalnya, dalam 
kasus penggugatan atas keputusan pemecatan 
seorang pegawai negeri, penggugat dapat 
meminta penetapan pengadilan agar pelaksanaan 
pemecatan tersebut ditunda hingga ada putusan 
final. Penetapan pengadilan ini bertujuan untuk 
mencegah adanya kerugian lebih lanjut selama 
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proses pemeriksaan perkara berlangsung, 
sehingga penggugat dapat terlindungi secara 
hukum. Namun, pengajuan penetapan pengadilan 
tidak selalu mudah. Pengadilan harus 
mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum 
memutuskan untuk mengeluarkan penetapan, 
seperti urgensi dan dampak kerugian yang akan 
terjadi jika penetapan tidak dikeluarkan. Hakim 
juga akan memeriksa apakah permohonan 
tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku dan apakah ada bukti awal yang cukup 
untuk mendukung permohonan tersebut. Jika 
hakim menemukan bahwa ada alasan kuat, 
penetapan dapat diberikan. Namun, jika tidak ada 
cukup bukti atau alasan yang mendasar, 
permohonan dapat ditolak. (Arifin, 2020) 

Penetapan pengadilan ini menjadi salah satu 
bentuk upaya para pihak dalam menjalani proses 
hukum di PTUN. Dengan adanya penetapan, 
pihak-pihak yang terlibat dapat memastikan 
bahwa tidak ada kerugian lebih lanjut yang 
dialami selama proses persidangan berlangsung. 
Ini menjadi salah satu jalan untuk menjaga hak-
hak para pihak dan mencegah adanya tindakan 
yang berpotensi merugikan, terutama bagi pihak 
penggugat. Dengan demikian, penetapan 
pengadilan memainkan peran penting dalam 
memberikan perlindungan hukum sementara 
sebelum adanya putusan yang final. 
 
B. Ketidakhadiran Para Pihak 

Ketidakhadiran para pihak dalam sidang 
pengadilan tata usaha negara (PTUN) dapat 
memberikan dampak signifikan pada proses 
peradilan. Apabila penggugat tidak hadir tanpa 
alasan yang sah pada sidang pertama, pengadilan 
dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijk verklaard). Dalam hal ini, 
ketidakhadiran penggugat dianggap sebagai 
bentuk pengabaian hak untuk melanjutkan 
gugatan, kecuali jika penggugat dapat 
memberikan alasan yang sah sesuai dengan 
ketentuan hukum. Di sisi lain, jika tergugat yang 
tidak hadir tanpa alasan yang jelas, persidangan 
tetap dapat dilanjutkan dengan menggunakan 
putusan verstek, yaitu putusan yang diambil 
tanpa kehadiran tergugat. Ketidakhadiran 
tergugat tidak membatalkan proses peradilan, 
namun tergugat akan kehilangan haknya untuk 
memberikan pembelaan dalam proses tersebut. 
(Akbar, 2018) 

Selain itu, undang-undang memberikan 
kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan 
pemulihan atau perlawanan terhadap keputusan 

verstek yang dijatuhkan akibat ketidakhadiran 
tergugat. Tergugat yang tidak hadir dapat 
mengajukan upaya hukum berupa verzet dalam 
waktu yang ditentukan setelah mengetahui 
adanya putusan verstek. Ketentuan mengenai 
ketidakhadiran ini merupakan upaya menjaga 
keseimbangan dalam proses peradilan, agar 
kedua belah pihak tetap memiliki hak yang sama 
meskipun salah satu pihak tidak hadir. Pengadilan 
pun memiliki tanggung jawab untuk menjamin 
bahwa semua pihak telah diberi kesempatan yang 
cukup untuk menghadiri sidang dan 
menyampaikan argumentasi mereka. 
(Dewantara, 2020) 

 
1. Penggugat Tidak Hadir 

Dalam konteks hukum, ketidakhadiran 
penggugat dalam persidangan dapat 
mempengaruhi jalannya proses litigasi. 
Ketika penggugat tidak hadir, hakim dapat 
mengambil keputusan berdasarkan bukti 
yang ada, tetapi ini sering kali dianggap tidak 
adil bagi pihak penggugat. Ketidakhadiran ini 
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 
seperti masalah kesehatan, kesibukan, atau 
bahkan ketidaktahuan mengenai jadwal 
persidangan, hal ini menyoroti perlunya 
pemberitahuan yang jelas kepada penggugat 
tentang hak dan kewajibannya selama proses 
hukum. (Rahman, 2022) 

Ketidakhadiran penggugat juga dapat 
berimplikasi pada haknya untuk 
mendapatkan ganti rugi atau perlindungan 
hukum. Dalam banyak sistem hukum, jika 
penggugat tidak hadir, kasusnya dapat 
dianggap gugur, yang berarti penggugat 
kehilangan haknya untuk melanjutkan 
tuntutan hukum. Ini dapat menciptakan 
ketidakadilan, terutama jika penggugat 
memiliki alasan yang sah untuk tidak hadir. 
(Sari, 2023) 

Selain itu, ketidakhadiran penggugat 
mempengaruhi reputasi dan kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika 
banyak penggugat tidak hadir, ini bisa 
menciptakan persepsi bahwa sistem hukum 
tidak efisien atau tidak responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat. Bagi lembaga 
peradilan untuk berkomunikasi secara efektif 
dengan para penggugat agar mereka 
menyadari pentingnya kehadiran mereka 
dalam persidangan. Akhirnya, untuk 
mengatasi masalah ini, perlu adanya langkah-
langkah proaktif dari sistem hukum. 
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Misalnya, pengadilan bisa menerapkan 
kebijakan reminder melalui pesan teks atau 
email untuk mengingatkan penggugat 
tentang jadwal persidangan. 

 
2. Tergugat Tidak Hadir 

Ketidakhadiran tergugat dalam 
persidangan juga memiliki konsekuensi 
hukum yang signifikan. Jika tergugat tidak 
hadir, pengadilan sering kali dapat 
melanjutkan kasus tanpa kehadirannya, dan 
keputusan dapat diambil berdasarkan 
argumen serta bukti yang diajukan oleh 
penggugat Keputusan semacam ini dapat 
merugikan tergugat, terutama jika mereka 
tidak mendapatkan kesempatan untuk 
membela diri. Tergugat yang tidak hadir 
sering kali membuat pengadilan harus 
mempertimbangkan alternatif lain, seperti 
mengizinkan penggugat mengajukan bukti 
lebih lanjut untuk mendukung klaimnya. 
(Setiawan, 2022)  Satu aspek penting dari 
ketidakhadiran tergugat adalah dampaknya 
terhadap keputusan akhir. Beberapa kasus 
menunjukkan bahwa ketidakhadiran 
tergugat dapat menyebabkan keputusan 
yang kurang adil, terutama jika bukti yang 
diajukan tidak lengkap.  Oleh karena itu, 
penting bagi sistem hukum untuk 
menciptakan mekanisme yang mendorong 
kehadiran tergugat. Pengadilan dapat 
melakukan pendekatan yang lebih inklusif, 
seperti menyediakan akses hukum dan 
informasi yang lebih baik.  

 
3. Beberapa Orang Tergugat 

Ketika terdapat beberapa tergugat dalam 
suatu kasus, dinamika persidangan menjadi 
lebih kompleks. Setiap tergugat memiliki hak 
untuk membela diri dan memberikan 
argumen yang berbeda, yang bisa 
menyebabkan perdebatan di antara mereka.  
Satu tantangan yang dihadapi dalam kasus 
multi-tergugat adalah bagaimana pengadilan 
akan memutuskan peran dan tanggung jawab 
masing-masing tergugat.  Selain itu, 
kehadiran atau ketidakhadiran salah satu 
tergugat dapat mempengaruhi hasil 
persidangan untuk tergugat lainnya. Jika 
salah satu tergugat tidak hadir, keputusan 
pengadilan dapat mempengaruhi hak-hak 
tergugat lain, yang menciptakan 
ketidakadilan dalam proses hukum. 
Pengadilan perlu menetapkan prosedur yang 

jelas untuk menangani kasus-kasus yang 
melibatkan beberapa tergugat. Ini termasuk 
memastikan bahwa semua tergugat 
mendapatkan informasi dan kesempatan 
yang sama untuk membela diri. Penggunaan 
mediator atau penengah dalam situasi ini 
untuk membantu mencapai kesepakatan 
antara para tergugat. (Utama, 2022) 

 
4. Tegang Waktu Melakukan Perlawanan 

Tenggang waktu untuk melakukan 
perlawanan dalam suatu kasus hukum sangat 
krusial. Setiap tergugat diharuskan untuk 
mengajukan perlawanan dalam waktu 
tertentu setelah menerima pemberitahuan 
tentang gugatan. Keterlambatan dalam 
melakukan perlawanan dapat 
mengakibatkan kehilangan hak untuk 
mengajukan argumen atau bukti. Ketentuan 
ini ada untuk menjaga keadilan dan efisiensi 
dalam sistem hukum. Ketidakpahaman 
tentang tenggat waktu ini sering menjadi 
masalah bagi para tergugat. Banyak tergugat 
yang tidak menyadari bahwa mereka 
memiliki batas waktu tertentu untuk 
memberikan respons, yang dapat berujung 
pada keputusan yang merugikan. Edukasi 
hukum yang tepat dapat membantu 
meningkatkan pemahaman tentang 
pentingnya tenggat waktu ini. Bahkan, 
beberapa tergugat mungkin mengalami 
kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu 
karena faktor-faktor eksternal, seperti 
masalah keuangan atau kesehatan. Sistem 
hukum perlu mempertimbangkan keadaan 
khusus yang dihadapi oleh tergugat agar 
keadilan tetap terjaga. Penting bagi sistem 
hukum untuk memberikan informasi yang 
jelas mengenai tenggat waktu kepada semua 
pihak yang terlibat. Pemberian notifikasi 
yang tepat waktu dan mudah dipahami 
adalah kunci untuk memastikan semua 
tergugat dapat memanfaatkan hak mereka. 
Disarankan agar pengadilan menggunakan 
berbagai saluran komunikasi untuk 
menyebarluaskan informasi ini. 

 
C. Tahap Pemeriksaan 

Proses pemeriksaan di pengadilan adalah 
tahap krusial dalam penegakan hukum yang 
bertujuan untuk mencapai keadilan. Setiap tahap 
pemeriksaan memiliki peranan penting dalam 
memastikan bahwa semua pihak mendapat 
kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
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argumen dan bukti. Dengan memahami langkah-
langkah ini, tahap-tahap pemeriksaan yang umum 
dilakukan di pengadilan. Berikut adalah tahap-
tahap pemeriksaan dalam proses peradilan: 
(Wibowo, 2021) 

 
1. Persiapan Pemeriksaan 

Pada tahap ini, pengadilan melakukan 
persiapan administratif, termasuk 
penjadwalan sidang dan pemberitahuan 
kepada para pihak mengenai tanggal dan 
waktu pemeriksaan. Contoh: Pengadilan 
menetapkan tanggal sidang dan 
mengirimkan notifikasi kepada penggugat 
dan tergugat dua masyarakat dapat lebih 
menghargai proses hukum dan dampaknya 
terhadap penyelesaian sengketa.  

 
2. Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban 

Dalam sidang pertama, penggugat 
membacakan surat gugatannya, diikuti oleh 
tergugat yang membacakan jawaban atas 
gugatan tersebut. Contoh: Penggugat 
menyatakan bahwa tergugat telah melanggar 
kontrak, sedangkan tergugat membantah 
klaim tersebut dengan menyatakan bahwa 
tidak ada pelanggaran yang terjadi. 

 
3. Pemeriksaan Bukti 

Pengadilan memeriksa bukti yang 
diajukan oleh kedua belah pihak, yang dapat 
berupa dokumen, saksi, atau barang bukti. 
Contoh: Dokumen kontrak yang 
ditandatangani oleh kedua pihak diajukan 
sebagai bukti oleh penggugat. 

 
4. Pemeriksaan Saksi 

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua 
belah pihak diperiksa oleh hakim. Contoh: 
Saksi dari pihak penggugat memberikan 
keterangan tentang kejadian yang terjadi, 
sementara tergugat melakukan cross-
examination untuk mempertanyakan 
kredibilitas saksi. 

 
5. Penyampaian Kesimpulan 

Setelah pemeriksaan bukti dan saksi, 
kedua belah pihak menyampaikan 
kesimpulan dari argumen mereka. Contoh: 
Penggugat menekankan bukti-bukti yang 
mendukung klaimnya, sementara tergugat 
menyoroti ketidakcukupan bukti penggugat. 

 
6. Putusan 

Setelah mempertimbangkan semua bukti 
dan argumen, majelis hakim memberikan 
putusan mengenai gugatan. Contoh: Majelis 
hakim memutuskan bahwa tergugat telah 
melakukan pelanggaran dan menghukum 
tergugat untuk membayar ganti rugi. 

 
7. Pemberitahuan Putusan 

Pengadilan memberitahukan hasil 
putusan kepada kedua belah pihak dan 
menjelaskan hak mereka untuk mengajukan 
banding jika diperlukan. Contoh: Hakim 
menginformasikan bahwa tergugat memiliki 
waktu 14 hari untuk mengajukan banding 
atas putusan tersebut. 

 
8. Pelaksanaan Putusan 

Jika tidak ada banding atau setelah proses 
banding selesai, putusan akan dilaksanakan. 
Contoh: Jika tergugat tidak mengajukan 
banding, pengadilan akan memulai proses 
eksekusi untuk pembayaran ganti rugi. 
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
berperan penting dalam menyelesaikan sengketa 
antara individu atau badan hukum dan instansi 
pemerintah terkait keputusan administrasi. 
Keberadaan PTUN menjamin keadilan dengan 
memberikan hak kepada para pihak untuk 
mengajukan argumen dan bukti secara adil. 
Proses pengadilan, termasuk penetapan 
pengadilan, berfungsi sebagai perlindungan 
hukum sementara, memastikan bahwa tidak ada 
kerugian lebih lanjut bagi pihak yang merasa 
dirugikan. Selain itu, ketidakhadiran para pihak 
dalam persidangan dapat mempengaruhi hasil 
putusan, sehingga penting bagi sistem hukum 
untuk meningkatkan pemahaman dan 
komunikasi tentang hak dan kewajiban mereka. 
Tahap pemeriksaan dalam proses peradilan harus 
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel 
untuk mencapai keadilan yang seimbang. 

 
B. Saran 

1. Peningkatan Edukasi Hukum: Perlu 
adanya program edukasi untuk 
masyarakat mengenai proses hukum di 
PTUN, termasuk hak dan kewajiban setiap 
pihak, agar mereka lebih memahami 
pentingnya kehadiran dalam persidangan. 

2. Pemberitahuan yang Efektif: Pengadilan 
sebaiknya menerapkan sistem 
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pemberitahuan yang lebih baik, seperti 
pengingat melalui pesan teks atau email, 
untuk menginformasikan pihak-pihak 
tentang jadwal persidangan dan tenggat 
waktu yang harus dipatuhi. 

3. Fasilitasi Akses Hukum: Membangun 
mekanisme yang memudahkan akses 
hukum bagi para pihak, terutama bagi 
mereka yang mengalami kesulitan dalam 
memenuhi hak-haknya, akan sangat 
membantu dalam menciptakan keadilan. 

4. Prosedur yang Jelas untuk Beberapa 
Tergugat: Pengadilan perlu menetapkan 
prosedur yang jelas untuk menangani 
kasus dengan beberapa tergugat, sehingga 
semua pihak dapat memberikan argumen 
dan pembelaan mereka dengan adil. 

5. Monitoring dan Evaluasi Proses: Perlu 
dilakukan monitoring dan evaluasi rutin 
terhadap proses peradilan di PTUN untuk 
memastikan bahwa semua tahap 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
keadilan dan transparansi. 
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